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ERATURAN DAERAH EABUPATEN DAERAR TINGEAT I MUARA ENIM
NOMOR 3 TAHUN 1998

TENTANTG

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAKERAH TINGEKAT IT MUARA ENIM

Manimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya vndang-undang Nomor 1B
Tahun 1997, tentang Pajak Daserah dan FRetrihusrl
Paerah, Pajak Pertunjukan dan FKeramaian Umum
diubah meniadi Pajak Hiburan;

bh. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daesrah Tinogkat
i Muara FEnim HNomor 7 Tahun 1985 tentang
Mengadakan pertuniukan dan Fajak Tontonan dalam
Kabupaten Daerah Tingkat IT HMuara Enim pearlu
disesuaikan;

o. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana
dimaksud huruf h, perlu mengatur dan menetapkan
Feraturan Daerah tentano Pajak Hiburan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28  Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
aumatera Selatan {Lembaran MNegara Tahun 1959
Nemer 73 Tambahan Lembaran Hegara Nomor 1913);

7, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1974 tentang pokok
pokok FPemerintahan #i Daerah (Lembaran HNegara
Pahun 1974 HNomor 38, Tambahan Lembaran Hagara
Homor 3037 );

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1%81 tentang Huku?_ Foo
Areara Ridanaf ferrdaren AMgare Jakun (§¢ fomor FE e Ed el
fc.rmd?lﬂh ??Efﬂ Arrmr oy o JRofS

4, Undang-undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan
renvelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara
Tahun 19%7 “Homor 40, Tambahan Lembaran Negara
Wamor 3684):

5. Undano-undang Womor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan retribhusi daerah (Lembaran negara
Tabun 1%97 HNomor 41, Tambahan Lembaran HNegara
Homor 36B5);

fi. Undano-undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang

Penaginan Palak dengan Surat FPaksa { Lemharan

Negara Tahun 1%97, Nomor 42, Tambahan Lembaran
Kegara Nomor 3686);

7. Peraturan ....... ;
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amgrintah Nomer 19 Tahun 1997 tentang
3h (Lembaran Negara Tahun 1997 HNomor
n Lembaran Negara Namor 3691}

eraturan Menteri Dalam Hegerli Nomar 4 Tahun 1997
tentang Penyidik pegawai HNegeri gipil di
lingkungan Pemerintah Daerah;

FKaeputusan Menteri Dalam Hegeri Womor 84 Tahun
1953 tentang Bentuk FPeraturan daerah dan
Peraturan Daeran Ferubahan;

#eputusan Menteri Dalam Negeri Nemor 170 Tahun
1297 +tentang Pedoman Tata fara Pungutan Pajak
Dasrah;

Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun
1887 taentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang
Pajak Daerah;

Dengan Persetujuan Dawan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupatan
Daarah Tingkat 11 Muara Enim

MensLapkan

MEMUTUSEKAN

FERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGEAT 1T MUARA
ENTM TENTANG FAJAR HIBURAN,

BAE 1T
KETENTUAN UHUM

Pasal 1

Dalam Feraturan Daerah ini dimaksud dangan

a.

Daerah =dalah Kabupaten Daerah Tingkat IT MHuara
Enim.

pemerintah Daerah adalah Femarintah Kabupatern
Daerah Tingkat II Muara Enim.

Xepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat
1T Muara Enim.

Dinas Pendapatan Dasrah adalah Dinas Pendapatan
nazrah Kabupaten Daerah Tingkat IT Muara Enim.

Pajak Hiburan yang selanjutnya dissbut Fajak

adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan
hiburan.

£, Hiburam ......-csva-:
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giburan adalah semua jenis pertunjukan , dan atau
keramian, dengan nama dan bantuk apapunl yang
ditonton atau dinikmati oleh setiap crang dengan
dipungut bavaran, tidak termasuk pPENggUNaan
fasilitas untuk berolah raga;

Fenyelenggara hiburan adalah Perorangan atau
badan vang menyelenggarakan hiburan baik wuntuk
dan atas namanva sendiri atau untuk dan atas nama
pihak lain yang menjadi tanggungannya;

Penonton atau  opengunjunyg adalah, setiap orang
yang mengnadiri suatu hiburan untuk melihat dan
atau mendengar atau menikmatinya atau menggunakan
fasilitas vyang disediakan oleh penyelanggara
hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis
dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas
pengawasan;

Tanda Masulk adalah suatu tanda atau alat yang sah
dengan mnama dan dalam bentuk apapun Yang dapat
digunakan untulk menaonton, menggunakan atau
menikmati hiburan;

enrat Pemberitahuan Paiak Daerah yang selanjutnya
digingkatnya SPTPD adalah surat ¥yang digunakan
oleh Waiib Pajak untuk melaporkan penghitungan
dan pembavaran Pajak vang tTerutang menurukb
pRraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

quralt Setoran Fsjask DLaerah, Yang gelanjutnva
disinckat 885PD, adalah surat yang digunakan oleh
Waiih Pajak wuntuk melakukan pembayaran atau
penvetoran pajak yang terutang k& Kas Daerah atau
ke tempat lain vyang ditetapkan oleh Kapala
Naerah;

gurat HKetetapan Pajak Daerah, Yang salanjutnya
disingkat SKED adalah surat keputusan Yang
menen-ukan besarnya jumlah pajak yang terutang;

surat FKetetapsn Pajak Dserah Hurang Bayar yang
selanjutnya disingkat SKPDEE adalah surat
Kepuruzan vYang menentukan besarnya jumlah pajak
Y ang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembaysran pokok pajak, besarnya
=anksi administrasi, dan jumlah yang masih harus
dithayar;

Zurak ¥etetapan FPajak Taerah Eurang Bayar
Tambahan, vang selanjutnya disingkat SKPDEET,
adalzh surat keputusan yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak vang telah ditetapkan;
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aurat FKetetapan Pajak Daerah Lehih Eavar, Yyang
zalanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat
keputusan yang mensentukan jumlah kelabihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih
hesar dari pajak vang terutang atau tidak
sgharusnva terutang;

Surat katetapan Fajak daerah ¥ihil, yang
selanjutnya disingkat EEPDN, adalah Surat
reputusan yang mentukan Jjumlah pajak yang
rprutama Sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada
kredit pajak;:

gurat Tagihan Fajak Daerah, yang galanjutnya
disingkat &TPD, adalah surat untuk melakukan
ragihan pajsk dan atau sanksi admipnistrasi berupa
bunga d4an atau denda.
Wwajib Pajak adalah orang pribadi atau badan Yang
menvslenggarakan hiburan.

BAR II

¥aMAa, OBYEEK DAN SUBYEK PAJTAK
Fasal 2

Rengan nams Fajak Hiburan dipungut Pajak atas
panyeleanggaraan hiburan.

obvelk Pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan.

Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2} antara
lain

Partunjukan film;

Pertunjukan xesenian dan sejenisnya.
tagelaran musik dan tari.

Diskotik.

Karaocks,

Flabh malam.

Permainan kilyard.
Fermainan Zetangkatasan.
Panti pijat.

Mandi uyao.

Partandingan clah raga.

b all BTSSRIy o G I R (R TR gl

Fasal 3

subvek pajak adalah orang pribadi atau ©badan vyang
mennnton dan atau menikmati hiburan.
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BAB TI11
DASAR PENGENAAN DAN TARIP BAJAK

Pasal 4

Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah pembayaran atau
vang seharusnya dibayar untuk menonton dan Aatau
menikmati hiburan.

FPasal 5

Bazar tarif Pajak untuk =setiap jenis hiburan adalah:

a.

&1

La
'

uUntuk jenis pertunjukan dan keTamalan umum Yang
menggunzkan =arana f£ilm di pioskop ditetapkan

1, Golongan A IT utama cohasar 20 % [(dua puluh)

pDEFEEn ) ;

2. Golongan A 11 sebesar 25 % {(dua puluh  lima
persen);

3. aolongan A I ssbesar 30 % (tiga puluh parsenl;

4, Golongan B II sebesar 23 % {dua puluh 1lima
DETEan];

5. Golongan B T sebesar 30 % (tiga pulub persan);

6. Golongan C sehesar 30 & {tiga pulun persen);

7. Golengan TN =ehesar 35 % {tiga puluh lima
Lersen);

&. Jenis keliling sebezar 20 % (dua puluh
DRTSEN] ;

Untik pertunjukan kessnian antarca lain kesenlan
tradisenal, pertunjukan sirkus, pamaran seni,
pemeran busana, Kontes kecantikan sebesar 3% %
ftigs puluh lima persenj};

ntuk pertunjukan/pergelaran musik dan tari
ditetzokan sebasar ZE % [dua puluh lima persen);

Untulk diskotik, disko bar, ditetapkan sebasar
35 % {tiga puluh lima persen);

Untuk karacke ditetapkan sebesar 25 % [(dua puluh
lima persen); :

uyntuk kiab malam ditetapkan sebesar 35 % {tiga
puluh lima persen};

Untuk permainan bilyard ditetapkan sebesar 25 %
{dua puluh lima PDETSEn) ;

Untuk permainan  ketangkasan dan sejenis di
tetapkan sehesarnva 25 % (dua pulun lima persen);

Untuk woanti pijat ditetapkan sehesar 75 % (dua
puluh lims persen);



Untuk mandi uzp dan sejenisnya ditetapkan sebesar
25 & (dua puluh lima persen};

k. Untuk pertandingan clah rapga, ditetapkan sebesar
20 % !dua puluh persen).
BAE 1V

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal &

{1). Pajak vang terutang dipungut 4i wilayah Daerah.

{7}, Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara

mangalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Fasal
& dangnan dasar pangenaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4.

EAE V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT FEMEERITAHUAN PAJAK DAERAH

Fasal 7
Masa Fal 1k adalah jangka #ﬂktu tarberku yvang lamanya

1;, eyt . ffiﬂﬁrfhu!w
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Tabun—~Fairh—adalah Jangkawakte—yamtg—ramanya —oall
bahun— takwimlkecusti—bilaWaiib—Paiak—Henggunaksn
Eahiin by errrg—ttdmh—ame—t e et AR T .

Pasal & C?

Pziak terutang dalam masa pajak terjadi pada =aat
penyelenggarsan hiburan.

Pazal 0%

i1y, Seciap Wajib Pajak wajib mengisi SPTFD.

7%, SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus

diisi dengan Jelas, hbenar dan lengkap sarta
ditandatangani cleh Wajik Pajak atau Kuasanya.

{4). Bantuk, isi dan tata cara pengisian SFTFD
nl'P apkan cleh Kepala Dageran.

37 BEPTPL sebagaimans dimaksud ayat (i), harus
1izampaikan képada Kepsals Deerdh selamDat-

f;mJ“L,'; B [lima balaszl haxi sesitelsh

neragkhirnya masa oalad.
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BAR VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Faszal 4T /0

Berdasarkan SPETPD sebagalmnana dimaksud dalam
pPazal #@%ayat (1), Kepala Daerah menetapkan pajak
terutang dengan menerbitkan SRFD.

apabila SKPD sebagaimanan dimaksud pada ayat {1}
tidak atay kurang dibayar setelah lewat waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari =ejak SKPD
diterimz, dikenakan sanksil admibnistrasli berupa
bunga sehaesar 2% (Aua p=rsen) sebulan dan
ditagih dengan menerbitkan STFD.

Pasal ¥34

Wajibk Fajak yang membayar sandiri, SPTPD sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) digunakan
untuk menghitung, memperhitungkan dan msnetapkan
cajak sendiri vang terutang.

nDalam Jangka waktu § {lima) tahun sasudah saat
tarutangnys pajak, Yepala Daerah dapat
menerbitkan

a. SEPDKE;

b, SKFDEET:

o, BEFIH.

SEPDEE sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf a
diterbitkan:

a. apabila berdasarkan nasil pemeriksaan atau
keterangan lain pajak vyang terutang tidak atau
wurzng dibayar, dikenakan sanksi administrasil
nerupa bunga sebesar 2 1 [dua persen) sebulan
dikitung dari pajak yang kurang atau terlambat
dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat} bkulan dihitung zajak saat
terutangnva pajak.

h. Apabila GSPTPFD tidak disampaikan dalam jangka
waktu vang ditentukan dan telah ditegur secara
rertulis, dikenakan sanksi adminsitrasi berupa
hung#s zahesar 2 % (dua persen) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat
Aibavar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
gl uh empat) bhulan dihitung gejak gaat
terutananya pajak.
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o, Apabila kawajiban mengisi SPTFD tidak
dipenuhi, pajak vang terutang dihitung secara
jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi
berupaka kenaikan =sbesar 25 % {dua puluh lima
persen) dari pokek pajak ditambah sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
persen) sebulan sebulan dihitung dari paiak
yang kurang atau terlambat dibavyar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
kulan dihiutng sejak saat terutangnya pajak.

{4], SKPDEET sebagaimana dimaksud pada arvat {2) huruf
b diterbitkan apabuila ditemukan data baru atauy
data yang zemula helum terungkiap Yang
menyYehahkan penambahan jumlah pajalk yang
terutang, akan dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan sehesar 100 ¥ (=saratus persen)
dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

(5). BEPDN sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf ¢
diterbitkan apabila jumlah pajak vang terutang
sama Desarnya dengan jumlah kredit pajak atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

{B). Apabila kewajiban membavar pajak terutang dalam
SHPDKR dan SKPDEET s=ebagaimana dimaksud pada ayat
(2} huruf a dan b tidak atau tidak sepenuhnya
dibayar dalam jangka waktu vang telah ditentukan,
ditagih dengan menerbitkan STPD ditambabh dengan
sanksil administrasi berupa bungna 2 & {dua
persen) sebulan.

Fanambahan Jjumlan pajak vang terhubanc
sebagaimana dimaksud ayar -ié} :id1£
Sikarakan pada waiib najak apehila
melaporkan sendiri gebalum dilakukan

Cindakan pemerilksaan.

11). Pembavaran pgajak dilakukan di Kas Daerah atau
tempal. lain  yang diturjuk oleh FKepala Daserah
sasUal  waktu vang ditentukan dalam SPTPD, SKPD,
EEPDER, BEPDERT dan STPD.

(21, Apabila pembayaran pajakx dilakukan ditempat lain
vang diftunjuk, hasil penerimaan pajak harus
disetor ke Kas dzerah selambat-lambatnya 1 x 24
Jam aztau dalam waktu vang ditentukan aoleh Kepala
Naerzn,

{3). Pembavaran pajak sehagaimana dimaksud pada ayat

{1} dan ayat {2) dilakukan dengan menggunakan
S5EN,

PBasal A pecsiieiiais
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Fasal ¥ /3

Fembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau
lunas.

¥apala Daerah dapat memberikan persetujuan Kepada
Wajib Pajak untuk mengansur pajak terutang dalam
kurun waktuyu tertentu,setelah memenuhi persyaratan
vang ditentukan.

angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
apada ayat (2),harus dilakukan secara teratur dan
berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2 %
{dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum
atau kurang dibavar.

Kepala Naerah dapat memberlkan persatujuan kepada
Wajih Pajak untuk menubnda pembayaran pajak
sampal hatas waktu vyang ditentukan setelah
memanuhi persyvaratan vang ditentukan dengan
dikenzken bunga 2 % {dua perszen) sebulan dari
iumlah pajak vang belum atau kurang dibayar.

fersyaratan untuk dapat mengansur dan menunda
pembavaran serta Tata cara pembayaran angsuran
dzn penundzan sebagaimnana dimaksud apada ayat
21 dan avat {(4), ditetapkan cleh Kepala Daerah.

Pasal 25 /Y

Zetiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
dzlam Pasal 13 diberikan tanda bukti pembayaran
dan dicatat dalam buku penerimaan.

Santuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran
dan huku penerimaan pajsk sebagaimana dimaksud
ada avat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAE VIIT
TATA CARR FPEHAGTHAN PAJAE

Fasal w40
Suralt teguran atau Surat peringatan atau surat
lain vang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh)
nari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
malam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal
qurat Teguran atau Surat Peringatan atau surat

lain vang sejenis, Wajibk Pajak harus melunasl
ajak wang terutang.

(3}, 8Burat ..........



\. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain
vang sejenis sebagaimanan dimaksud pada ayat (S
dikeluarkan oleh Fejabat.

Pasal &7 (&

y. Apabila Jjumlah pajak yang masih harus dibavar
tidak dilunasi dalam jangka waktu sehbagaimana
ditentukan dalam Surat Teguran atau Surat
peringatan atau Surat Peringatan atau surat Iain
vang sejenis, Jumlah pajak yang harus dibayar
ditagih dengan Surat Paksa.

{7). Pajahat menerhitkan Burat Paksa segera setelah

lewat 21 {dua puluh satu) hari sejak tanggal
surat ‘teguran atau Surab peringatan atau surat
lain vang s&jenis.

Pasal &4 {?‘

hpahila pajak yang harus dibavar tidak dilunasi
dalam jangka waktu 2 x Z4 Jam sesudah tanggal
semberitahuan Surat Paksa,pejabat segera menerbitkan
surat perintah mslaksanakan Fenyitaan.

Pasal 7 ﬂf
cetalah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum
iuga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10

{sapuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat
Perintah Melakszanakan Penyitaan, Pajabat mengajukan
cermintaan penetapan tanggal pelelangan kepada
Fantor Lelang Megara.

Fagal jﬂff?

Setelah Hantor Lelang HNegara menstapkan hari,
tanggal, Jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru
sits memberitanukan dengan segera secara tertulis
krpada Wajib Pajak.

pazal 2120
mentuk, Janis dan isi formulir yang dipergunakan
untuk pelaksanzan penagihan pajak daerah ditetapkan
nleh Kepala Dasrah.

BAB 1X

PEHGURANGAN, HXERINGANAN DAN PEMEEEASAN PAJAK

Pasal 242/
1. Hepala Daersn herdasarkan permohonan Wajib Pajak
dapat memberikan pengurangan, keringanan dan

oembsebasan pajak.
(2}, Tata card ........ .



Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan
cembabasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
f1), ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAER X

TATA CARA FPEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANRGAN
YETETAPAN, DAN PENGHAFUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKST ADMINISTRASI

razal 27 44

Kepalas Naerah karena Jabatan atau atas pearmohonan
Wajib Pajak dapat

a. Membetulkan SEFD atau SKPDEE atau SKPDEEBET
atau  STPFD vang dalam penerbitannya tardapat
tesalahan tulis, kesalahan hirung, dan atau
kekeliruan dalam penerapan paraturan
perundang-undangan cerpajakan daerah;

h. Mapbatalkan atau mengurangkan kKetetapan pajak
yang tidak henar;

Mengurangkan atall mengharuskan ganksi
zdministrasi berupa bunga, denda dan kenaikan
pajak vang terutang dalam hal sanksi tersepbut
Aikenaksn karena kekhilafan Wajib Pajak atau
mukan karena kesalahannya;

1

Permchonan pembetulan, cembatalan, pengurangan
wetetapan dan penghapusan atau pengurangan sankei
administrasi atas SKPD, SKPDKE, SKEPDEBT dan STPD

sehagaimana dimaksud pada ayat (1] harus
Aigampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak
kepada HKepalz Daerah, atau Fejabat selambat

lambatnya 30 tiga pulun) hari gsejakx tanggal
diterima &SEFD, SHPDKE, BXPDEBT atau STPD dengan
member ikan alasan yang jelas;

kepala TNaerah atau Fejabat paling lama 3 tiga)
hulan sejsk surat permohonan sebagaimana dimaksud
mada  avat (2) diterima, sudah harus memberlkan
kepubusan,

apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan
sehagaimana dimaksud pada ayat (3} Kepala
Darrah atan Pajabat tidak memberikan keputusan,
sermechonan  pembetulan, oembatalan, pengurangan
ketetapan dan pengahpusan atal Pengurangan zanksi
zdministrasi dianggap dikabulkan.
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BAE X1
EEBERATAN DAN BANDIHNG
FPasal 2443

Walih Pajak dapat mengajukan keberatan hanva
kepada ¥epala Daerah atau Peiabat atas suatu

3. SEPN;
li. BKFNEER:
o. SEFDEET;
d. SKPDLE:
R O B

Fermohonan keberatan sehagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam
hahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal SKPFD, SKFDHB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKEFPDN
dietrima aleh Waiib Pajak, atad—eanggat
e e el o S 1 T Gl ——pihaie— —Watiga
seabags pans dimslksud pada—aiab—id dengem—atasan
yospg—dadwm . hecuall apabila Wajib  Pajak  dapat
menunjukan bahwa Jangka waktu itu tidak dapat
Mipanuni karena zeadasn diluar kekuasaannya.

Kepala Taerah ataun Pejabkat dalam Jjangka waktu
paling lama 12 {dua helas) bulan sejak tanggal
zurat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud
vada ayat (27 diterima, sudah  memberikan
weDutusan,

Apahila satelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan
sebagaimana dimaksud pada avat (3) Kepala Daerah
rtau FeIahatc Lidak mamberikan keputusan,
parmaohnnan keheratan dianggapn dikabulakan.

Fengajuan kebsratan sebagaimana dimaksud pada
avat (1) tidak menunda kewz)jiban membavar pajak.

Paszl .-Eﬁ'.ilﬁ.f

Wajibk Pajak dzpat mengajukan banding kepada Badan
Penyelrsalan Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3
(tigs) bulan setelah diterimanya kaputusan
teheratan.

Fengajuan banding sehagalimana dimaksud pada avat
f11 bidak menunda kewajiban membayar pajak.

BAEE] FE Lty



Pasal 38 -

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2% atzu banding sebagaimana dimaksud
dalam EFasal 2% dikahulkan sebagian atau
seluruhannya, kelebihan pembayaran pajak di
kambalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 %
{dua persen} =ebulan untuk paling lama 2& {dua puluh
empat) bulan.

BAER XTI
FPENGEMBALTAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAEK

Pazal 324 .24

{1). Wajib Pajak dapat mengajukan permonanan

pengembalian ksleblihan pembayaran cajak kepada
Hepala Daerah atau Pejabat gecara oerbuells denaan

aarebubikan sakurang-kurangnya
. Mams dan Alamat waiin oajak;
o

Magsa pajlasg
szarnys kelebihan peEmDAYaTan cajak;
lasan yvang jelas.

P DT T N F - 1 1Y LN wedklbu sepagalmana aimaksud paca

ayat [2) dilampaul Kepala Daerah atau Pejabat
tidak mamberikan Keputusan, parmananan
pengemhalian kelehihan pembayaran pajak dianggap
dikabulkan dar SKPDLE harus diterbitkan dalam
waktil paling lama 1 [satu) bulan.

{4). Apahila wajik Fajak mempunyal utang pajak

lainnyz, kelesbihan psmbhayaran pajak sebagaimana
dimzkasud pada ayat {2) langsung diperhitungkan
urntuk melunzsi terlehih dahulu utang pajak
dimaksud.

{5y. Pengemhbalian “mlebihan pembayaran pajak dilakukan

dalam waktu paling lama 2 {dua] bulan sejak
Jiterbitkannys SEPDLR dengan menerbitkan Surat
Perintah Merbayar Kelehihan Pajak [ SPMKP ) .

(67, Apakila pengembalian kelsbhibhan pembayaran pajak

Atlakukan setalah lewat waktu 2 {(dua) bulan sejak
diterbitkannya SEPCOLE, Kepala Daerah atall Peiabat
memherikan imbalan kungan sebesar U tdua
oersan)] sehulan  atas keterlambatan pembayaran
kelabihan pajak.

paagl B aoorEosn
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Pasal 28 27

EApabila kelehihan pembayvaran pajak diperhitungkan
dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud
dalam pasal 28 ayat (4), pembayarannya dilakukan
dengan cara pemindah bukuzn dan  bukbi pemindah
bukuan juga berlaku sebagal buktl pembavaran.

BAR XIII
EADALUWAREA
Pagal 2% 7E
Y, Hzk untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa
getelah melampaul Jangkas waktu 5 {(lima) tahun
terhitung sejask saat terubtangnya pajak, kecualil

apakila wzjib pajak melakukan tindak pidana
dibidang perpajakan Dasrah.

{2}, Kadaluwarsa penagihan pajzk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tertzngguh apabila
a. Niterhitkan Furat Teguran dan Surat Paksa
atau;
. Ada penqakuzn ntang pajak dari wajlib
pajak baik langsung maupun tidak langsung
BREB XIV
EETENTUAN FPIDANA
Pasal 26 95
). Wazih PAajak yang kKarena kealpaannya tidak
meavampaikan  SPTPD atau mengisi  dengan  tidak
henar atau tidak lengkap atau melamplrzan
koterangan  yang tidak benar sehingga merugikan
keusngan Daerak dapat dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu} tahun dan atau
denda paling banvak 2 (dua) kali Jjumlah pajak
vang terutang.
i2Y., Waiik Pajak vang dengan sengaja tidak menyampai-

kan  SFTPD atau mangisi dengan Lidak henar ataun
tidzk lengkap atau melampirkan EKeteranmgan Yang
tidax henar sehinggas merugikan keuangan daerah
dapat dipidana dengan pidana penjarz paling lama
2 ({dua} tahun dan steu denda paling banvak 4
rempat )kall jumlah pajak vyang terutang.

Pasal 31 sy



Pasal # 20

Tindak pidans sebagaimana dimaksud dalam pasalfgad
tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10
{sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau

ber

akhirnva Masaz Pajak
A R

Baiali—ata—berakhisaya tahun pajak.

5

(2).

EAE XV
PEHYIDIEAN
Pazal # 31

Pajahat Pogawal Hegeri 8ipil tertantu ai
lingkungan Pemerintah Daerah diberi WEaWEnAaNng
khusus sebagai Fenvidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana dibkidang perpajakan
dasrah sebzgaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Yomor B Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Wewenang penvidik sehagaimana dimaksud pada ayat
{1] adalah

a, Menerima, mencari, mengumpulkan, ZJan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan
tindak pidana dibidang perpajakan daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadl
lengkap dan jelas;

b, Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengsnai orang pribadi  atau hkadan tentang
kebenaran perbuatan vang dilakukan sehubungan
dangan tindak pidana parpajakan daarah
tarsabut;

o. HMeminta keterangan dan bahan hukti dari orang
pribadi atsu badan sehubungan dengan tindak
pidana dibidang perpajakan daeral;

i, Memeriksa buku-buky, catatan-catatan dan
dokumen-dokunen lain berkepaan dengan tindak
mwidanz 4i hidang perpajakan daerah;

&, Malakukan vengeledahan untuk mendapatkan bahan
hukti pembpukuan, pencatatan, dan dakumean
dakumen lain, =serta melakukan penyitaan
terhadap bshan bukti tersebut;

£ Meminta bhantuan tenaga ahli dalam rangka

palaksanaan tugas penyidikan tindak pidana
dihidang perpajakan daerah;

g Menyuruh ...i.eeees



Menyuruh herhenti, melarang SESeorang
meninggalkan ruangan  atau tempat pada  saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memariksa
identitas orang dan atau dokumen yvang dibawa
sebagaimanz <dimaksud pada huruf e |

i

h, Memolret SEsenrang yang berkaitan dengan
Lindak pidana gperpajakan daerah

i, memanggil orang untuk didengar kKeterangannya
dzn diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyldikan;

¥, Melakukan tindakan lain yang perlu untuk
kelancarzn oenyidikan tindak pidana 41 bidang
perpaiakan daerah  menurut hukum yang dapat
Aipertanggung jawabkan;

{33, Panyidik sehagaimana dimaksud pada aryat (1)

memnheritahukan dimulainya penyidikan dan
manvanpaikan hasil penyl ‘dikannya kepada penuntut
Umum, =esual dsngan ketentuan yang diatur dalam

Nndang-undzng  Womor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Aocara Pidana.

BAE XVI

EENTENTUAN PENUTUP

Pasal &2 32
Bal - hal vanyg belum diatur dalam Peraturan Dasrah
ini sapanjang mengenal pelaksanaannya akan

ditetaskan lekih laniut olsh Kepala Daerah.

Fasal @4 33

ﬁpngqq marlakunys Paeraturan Daerah ini, maka
peratiran Dasrah Habupaten Dsti 1T Muara Enim  Romor
7 Tahun 1985 tentang mengadakan pertunjukan dan

Pajak Tantnonan dalam  kabupaten Dati I Muara Enim
{ Lambaran Daerah Kabupaten Dati 11 Muara Enim Nomor
2 sari A& tanggal 29 Juni 1989 | dan Peraturan Daarah
Kabupalben Dati IT Muara Enim Nomor 40 Tahun 1996
tentang Izin Usaha Bekreasi dan Hiburan Umum dalam
abupaten Dati II Muara Enim [Lembaran Daerah
Mannpalen Dati IT Muara Enim Nomor 3 Seri B tanggal
21 Februari 19497 )} Bab V Pagal 7,8,% dan 10
dinvatakan tidak berlaku lagi.

Pazal 35 39

Feraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



